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BAB IV 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan tinjauan dan analisis terhadap pelaksanaan Operasi Gempur 

Rokok Ilegal yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan data yang dihimpun melalui 

wawancara dan data sekunder, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Indikator untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Operasi Gempur Rokok 

Ilegal adalah peningkatan jumlah penindakan hasil tembakau. 

2. Berdasarkan data penindakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, 

jumlah penindakan hasil tembakau yang dihasilkan dari Operasi Gempur 

Rokok Ilegal cenderung terus mengalami peningkatan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Operasi Gempur Rokok Ilegal efektif dalam 

menurunkan peredaran rokok ilegal di Indonesia. 

3. Ditinjau dari Teori Sistem Hukum, Operasi Gempur Rokok Ilegal 

memenuhi ketiga unsur sistem hukum. 

a. Struktur Hukum 

Terdapat unit pengawasan yang berfungsi melakukan penegakan 

hukum, sumber daya manusia yang terampil dan kompeten, sarana dan 

prasarana yang menunjang kegiatan pengawasan, serta alokasi anggaran 

baik untuk pemyelenggaraan kegiatan pengawasan maupun reward bagi 

pegawai yang berhasil menegakan hukum. 

b. Substansi Hukum 

Undang-undang Cukai nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan perundang-

undangan lainnya (PMK, Perdirjen BC, Instruksi Dirjen Bea dan Cukai) 
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yang berisi ketentuan teknis di bidang cukai memberikan payung hukum 

yang kuat bagi pegawai dalam melakukan penegakan hukum sesuai 

kewenangannya. 

c. Budaya Hukum 

Pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang cukai sudah 

tertanam pada para pelaku usaha rokok dan masyarakat yang tinggal di 

sekitar daerah produksi hasil tembakau. 

4. Operasi Gempur Rokok Ilegal bukan hanya dilaksanakan oleh unit 

pengawasan, namun sinergi dan koordinasi antar unit pelayanan, 

pengawasan, kehumasan, dan kepatuhan internal. 

5. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam penurunan peredaran rokok 

ilegal. Apabila permintaan rokok ilegal dapat diturunkan, maka para pelaku 

usaha akan berusaha memenuhi ketentuan di bidang cukai guna 

memproduksi hasil tembakau yang legal dan sesuai dengan standar.


